BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis retribusi perijinan taertentu yang telah
dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka disimpulkan potensi
retribusi perijinan tertentu Kota Kupang Tahun 2018-2020 sebagai berikut :

1. Sumber unggulan (Kuadrat 1) adalah retribusi izin tempat penjualan
minuman berakohol pada tahun 2018-2020 sehingga retribusi perijinan
tertentu, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan
mengelola potensi yang tinggi.

2. Sumber potensial ( Kuadrat I1) adalah retribusi izin traye pada tahun 2018-
2020 hal tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi perizinan
tertentu Kota Kupang lebih tinggi dari tahun 2018 dan tahun 2020.

3. Sumber Berkembang (Kuadran 1l1) adalah retribusi izin gangguan
keramaiyan hal tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi
perizinan tertentu Kota Kupang paling kecil dibandingkan dengan tahun
2018 dan tahun 2020.

4. Sumber Terbelakang (Kuadran IV ) adalah retribusi izin mendirikan
bangunan dan retribusi izin usaha perikanan pada tahun 2018-2020 hal
tersebut disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu
Kota Kupang lebih kecil dari tahun 2019 dan lebih besar dari tahun 2020.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan maka penulis perlu

memberikan saran kepada:
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1. Pemerintah Kota Kupang selaku oknum yang bertanggungjawab
menggelola retribusi perijinan tertentu pada badan pemerintahan daerah
kota kupang, bagi daerah yang retribusinya masih menempati posisi
potensial, berkembang dan bahkan terbelakang diharapakan untuk mampu
meningkatkan pola kelola sumberdaya retribusi. Untuk klasifikasi potensial
dan terbelakang khususnya, supaya diperhatikan dan diperbaiki serta
ditinjau apa yang menjadi masalah utama dalam kaitanya dengan proses
pengelolan sumber pendapatan retribusi perijinan tertentu.

2. Untuk sumber-sumber pendapatan retribusi perijinan tertentu yang telah
dikategorikan ke dalam kategori sumber unggul, sumber potensial, sumber
berkembang, dan sumber terbelakang, Pemerintah kota kupang melakukan
analisis yang cermat dalam menentukan target penerimaan retribusi
perijinan tertentu, sehingga jumlah yang terealisasi lebih besar atau minimal
sama dengan target yang ditetapkan.

3. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan retribusi perijinan
tertentu pemrintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat
mengenai rendahnya penerimaan pendapatan retribusi perijinan tertentu
agar hasil penrimaan retribusi di kota kupang mendekati potensi yang
seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat pendapatan retribusi yang ada

dikota kupang.
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